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ABSTRAK 

 

MUHAMMAD RUJAINI TANJUNG, NIM : 12360061, Rehabilitasi 

Penyalahguna Narkoba Studi Komparatif  Hukum Positif dan Hukum Islam, 

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 

Skripsi ini merupakan studi komparatif yang membahas tentang regulasi 

rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan dan 

bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi 

penyalahguna narkoba. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

regulasi hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam hukum positif serta 

bagaimana dasar hukum rehabilitasi korban penyalahguna narkoba menurut 

hukum Islam?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan dengan menelusuri, 

menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan 

pokok bahasan yang menjelaskan tentang konsep dari hukum positif dan hukum 

Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana metode analisis yang 

dipakai adalah berupa analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan data 

yang diperoleh berkaitan dengan aturan rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam 

hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat diketahui persamaan dan 

perbedaannya. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa rehabilitasi penyalahguna narkoba 

dalam hukum positif  meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan 

rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat pulih kembali, 

sehingga peran dan fungsinya kembali norma seperti sedia kala. Dalam hukum 

pidana Islam rehabilitasi terdapat pada  pidana takzir, yakni bentuk ta’dib yang 

didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku penyalahguna narkoba agar menjadi 

lebih baik. Bentuk ta’dib dalam hukum Islam dijelasakan untuk membina pelaku 

tindak kejahatan agar tidak kembali melakukan perbuatan maksiat. Upaya 

pencegahan yang terdapat dalam rehabilitasi sesuai dengan tujuan maqasid syariah 

dururiat (primer) memiliki 5 (lima) point utama: hifz al-din (perlindungan 

agama), hifz an-nafsi (perlindungan jiwa-raga), hifz al-aql (perlindungan akal) dan 

hifz al mali (perlindungan harta), hifz al-nasl (perlindungan keturunan). 

Rehebilitasi dalam hukum positif merupakan kewajiban penyalahguna narkoba, 

sedangkan dalam hukum Islam adalah hak penyalahguna narkoba. 

Kata Kunci : Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba, Pidana Takzir, Tujuan 

Pemidanaan. 
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MOTTO 

تِ ّّٖٖٱسۡتبَقِوُا ّٖوِجۡهَةٌّٖهُوَّٖمُوَلِّيهَاّٖۖفَّّٖٖوَلكُِل  ّٖ ّٖإنَِّّٖٖٱلَلُّّٖأيَۡنَّٖمَاّٖتكَُونوُا ّٖيأَۡتِّٖبكُِمُّّٖٖٱلۡخَيۡرََٰ جَمِيعًا 

ّٖقدَِيرّّٖٖٞٱلَلَّّٖ ّٖشَيۡء  ّٖكُلِّ ٨٤١ّٖعَلىََٰ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam 

membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 

akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.  

(al Baqaroh 2:148) 

 

ّٖللِناسِّٖ  خَي رُّٖالناسِّٖأنَ فعَُهُم 

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

manusia” (al Hadis) 

 

Loyalitas Untuk Minoritas; Jadilah Pembela Orang Yang 

Tertindas Maka Engkau Akan Dibela Oleh Allah. 

(Muhammad Rujaini Tanjung) 
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KATA PENGANTAR 

 

نْ يَا  يْنِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لا شَريِْكَ لَهُ الحَمْدُ لِله رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أمُُوْرِ الدُّ وَالدِّ

دًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلهُُ لَا نبَِىَ بَ عْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوْقاَ د وَعَلَى وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ تِكَ سَيِّدِناَ مُحَمَّ

 عِيْنَ، أَمَّا بَ عْدُ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَ 

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan umur panjang, 

sehingga skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi 

Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”,   dapat   penyusun   selesaikan.   

Shalawat   beriringkan   salam   semoga senantiasa   tercurah   kepada   junjungan   

Muhammad   SAW   yang   telah meletakkan  dasar-dasar  peradaban  sebagai  

basis  menata  bangunan  kehidupan universal. 

Salam hormat dan ta’dzim kepada Papa-Mama saya tercinta yang tiada 

putus-putusnya berdoa, memberikan perhatian dan kasih sayang yang suci dan 

tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Selanjutnya 

penulis yakin dan percaya tidak bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa 

ada bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Ṡa’ 

Jim 

Ḥa’ 

Kha’ 

Dal 

Zâ 

Ra’ 

zai 

sin 

syin 

sad 

dad 

tâ’ 

za’ 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

 

tidak dilambangkan 

 b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

Zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 
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 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

mim 

nun 

wawu 

ha’ 

hamzah 

ya’ 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 
 

دُ دُ عُ ت ُمُ   

ةُ دُ عُ   

Ditulis 

Ditulis 

Muta‘addida 

‘iddah 

 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  “h” 

ةُ مُ كُ حُ   

ةُ ل ُعُ   

Ditulis 

Ditulis 

Ḥikmah 

‘illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karâmah al-auliyâ اءُ ي ُل ُوُ ال  ُُة ُامُ رُ كُ ُ

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri ُرُ طُ ف ُالُ ُاة ُكُ زُ ُ
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D. Vokal Pendek  
 
 

__  َُ _ 

لُ عُ ف ُ  

__  َُ _ 

رُ كُ ذُ   

__  َُ _ 

بُ ه ُذُ ي ُ  

Fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal Panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

ةُ ي ُل ُاهُ جُ   

fathah + ya’ mati 

ىسُ نُ ت ُ  

kasrah + ya’ mati 

ميُ ـرُ كُ   

dammah + wawu mati 

ضوُ رُ ف ُ  

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûḍ 

 
F. Vokal Rangkap  

 

 

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

مُ كُ ن ُيُ ب ُ  

fathah + wawu mati 

لُ وُ ق ُ  

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

مُ ت ُنُ أ أُ ُ  

تُ دُ عُ أ ُ  

مُ ت ُرُ كُ شُ  نُ ئ ُل ُ   

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

آنُ رُ ق ُل اُ ُ  

 

اسُ ي ُق ُل اُ ُ  

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur’ân 

Al-Qiyâs 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

آءُ مُ لسُ ا ُ  

سمُ لشُ ا ُ  

Ditulis 

Ditulis 

as-Samâ’ 

asy-Syams 

 

 

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penyusunannya. 

 

ضُ وُ رُ ف ُالُ  يوُ ذُ    

ةُ ن ُالسُ  لُ هُ أ ُ   

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûḍ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam agama Islam, menjaga kelangsungan hidup dan keturunan 

merupakan tujuan dari pada syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Maqasid 

Syariah bahwa tujuan diberlakukan hukum adalah manjaga akal, menjaga 

keturunan, menjaga harta, menjaga diri, dan menjaga agama. Upaya menjaga 

akal pikiran ditujukan agar akal manusia selalu objektif dapat menghasilkan 

pikiran yang positif. Pikiran yang jernih akan bisa memahami perbedaan 

bentuk kemaslahatan dan kemudharatan.
1
  

Syariat Islam melarang dan mengharamkan segala bentuk yang 

memabukkan begitu juga halnya dengan Narkotika, Psikotropika dan Obat 

Terlarang (NARKOBA) dengan jenis apapun. Penyalahgunaannya dihukumi 

haram, karena barang-barang yang terkandung di dalamnya mengandung 

bahaya yang nyata bagi manusia; seperti mengganggu kesehatan, merusak 

akal, mengahancurkan kehormatan, dan nama baik.
2
  

لاضرر ولاضرار
3

 

                                                 

1
 Wahbah Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 7, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani 

dkk cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 452 

2
 Ibid.,  hlm. 452 

3
 “Tidak mumadharatkan dan tidak dimudharatkan” A. Dzajuli, Kaidah-kaidah Fikih: 

Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, cet. ke-4 (Jakarta: 

kencana, 2011), hlm.11 
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Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan.4 Psikotropika adalah zat atau 

obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang memiliki khasiat 

psiko-aktif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.5 Adapun zat 

adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk kedalam organisme 

tubuh manusia akan mempengaruhi fungsi tubuh, terutama sistem saraf pusat, 

yang mengakibatkan perubahan perilaku, aktivitas mental, dan emosional. Jika 

pengguanaanya berkelanjutan dapat menimbulkan kecanduan. Zat adiktif juga 

dikenal dengan sebutan zat psiko-aktif. 

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki tiga sifat 

jahat yang dapat membelenggu pemakainya. Tiga sifat itu adalah habitual, 

adiktif, dan toleran. Habitual adalah sifat pada narkoba yang membuat 

pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga 

cenderung membuat pemakainya rindu (seeking). Adiktif adalah sifat narkoba 

yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat 

menghentikannya, karena apabila berhenti memakai, akan menimbulkan efek 

putus zat atau withdrawal syndrom (gejala-gejala yang timbul akibat 

                                                 

4 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 

5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 
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dihentikannya pemakaian zat terlarang), yaitu perasaan sakit luar biasa. 

Sedangkan toleran adalah sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya 

semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri 

dengan narkoba sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. 

Bila lama-kelamaan kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi 

tubuh, maka terjadilah overdosis.6 

Masalah Global yang ditimbulkan bahaya zat terlarang sudah sampai 

kepada jumlah yang mencengangkan. Kepala Badan Narkotika Nasional 

(BNN), Anang Iskandar, mengatakan bahwa di dunia ada 315 juta orang usia 

produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba. 

Hal ini, didasarkan pada data dari UNODC, yaitu organisasi dunia yang 

menangani masalah narkoba dan kriminal.7 

Sedangkan di Indonesia, penyalahguna narkoba diperkirakan sekitar 5 

juta orang atau 2,8 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini lebih 

tinggi daripada jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencapai 4,6 

juta jiwa. Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 

orang dari jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang.8 Jumlah yang 

                                                 

6NN, “Mengenal Dunia Narkoba” http://www.bnn.go.id/read/artikel/12302/mengenal-
dunia-narkobadiakses pada tanggal 03 Agustus 2016 pukul 21.07 

7Lesthia Kertopati, Nila Chrisna Yulika  “BNN: Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 
4,2 Juta Orang Kebanyakan pengguna berada dalam usia 
produktif”:http://nasional.news.viva.co.id/news/read-bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-
2-juta-orang diakses pada tanggal 24 mei 2016 pukul 22.45 

8 “Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat” 
http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.M
eningkatdiakses pada tanggal 24 mei 2016 pukul 22.45 
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sangat fantastis, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dalam 

menanggulangi peredarannya. 

Bahaya yang ditimbulkan narkoba begitu banyak, tidak hanya 

menyerang fisik semata tetapi menghancurkan pusat sistem saraf. Bahaya 

yang seperti inilah yang membuat penggunanya tidak bisa lagi pulih seperti 

keadaan sebelum penggunanya mengkonsumsi.  

Rehabilitasi penyalahguna narkotika meliputi Rehabilitasi Medis 

adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan 

pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu 

proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, 

agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 

dalam kehidupan masyarakat.9 

Permasalahan narkotika dan obat-obatan merupakan suatu problem 

yang membutuhkan pemberantasannya melibatkan semua unsur baik unsur 

pemerintah begitu juga unsur masyarakat Indonesia. Pemberantasan narkoba 

tidak cukup dengan menempatkan pencandu yang tertangkap atau terjaring 

kedalam lembaga pemasyarakatan tetapi perlu untuk direhabilitasi. 

Rehabilitasi dimaksudkan agar pecandu-pecandu narkoba bisa lepas dari 

ketergantungannya. 

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

mengatur  hukuman bagi hakim yang mengadili kasus narkoba. Dalam UU ini 

                                                 

9 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 
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dijelaskan pertama, hakim bisa memberikan hukuman pidana penjara yang 

diatur pada pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika dengan rincian penjelasan sebagai berikut: 

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara 
paling lama 4 (empat) tahun. 

b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara 
paling lama 2 (dua) tahun. 

c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara 
paling lama 1(satu) tahun 

Kedua, hakim dapat memutuskan atau menetapkan menghukum 

pecandu narkoba dengan wajib menjalani rehabilitasi. Sebagaimana dalam 

pasal Pasal 127 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika yakni: 

Ayat 2 

Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hakim 
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 
pasal 55 dan pasal 103. 

Ayat 3 

Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 
(dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 

Landasan hukum bagi upaya rehabilitasi terhadap pelaku 

penyalahgunaan narkoba dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1997 tentang Narkotika. Dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu 

narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan  atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu 
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narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. 

Namun jika terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

narkotika, maka hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang 

bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika tersebut. 

Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas 

dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 

Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang 

Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA10 tersebut 

secara jelas dan tegas menetapkan bahwa putusan rehabilitasi diterapkan 

dalam hal pelaku tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan 

barang bukti satu kali pakai, adanya surat keterangan uji laboratoris dari 

Dokter bahwa pelaku adalah pengguna narkoba, serta tidak ada bukti yang 

mengarah bahwa pelaku adalah pengedar (bandar atau produsen) narkoba. 

Dalam hukum positif, pemidanaan penyalahguna narkoba dikenal 

dengan adanya rehabilitasi yang ditetapkan oleh pengadilan dalam 

persidangan. Pemidanaan ini dimaksudkan agar penyalahguna narkotika tidak 

semakin parah, ini merupakan upaya Negara untuk memberantas 

penyalahguna narkotika.  

                                                 

10 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)No. 4 Tahun 2010tentang Penempatan Korban 
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 
Sosial 
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Rehabilitasi penyalahguna narkotika sebagaimana yang sudah diatur 

dalamundang-undang tentang narkotika dan SEMA agar pengedar dan 

penyalahguna tidak mendapatkan hukuman yang sama. Rehabilitasi 

dimaksudkan agar korban penyalahguna tidak mengkonsumsi 

berkelangsungan. 

Sedangkan dalam hukum Islam, masalah narkoba masih terjadi 

perselisihan dikalangan fuqaha tentang narkotika, khususnya pada tiga 

masalah, yakni: (1) bolehkah mengkonsumsi narkoba dalam keadaan sedikit, 

(2) apakah narkoba itu najis, dan (3) apa hukuman bagi orang yang 

mengkonsumsi narkoba.Pada masalah ketiga, jumhur ulama sepakat hukum 

mengkonsumsi narkoba adalah haram yang didasarkan pada dalil hadis Nabi 

SAW sebagai berikut:  

11و مفتران رسول االله صلى عليه وسلم نهى عن آل مسكر   

Hukum menggunakan dan menyalahgunakan narkotika adalah 

terlarang dan haram. Dalamal Siyaasah alSyar’iyyah Ibnu Taimiyah juga 

mengatakan hukum hasyiisy (ganja) adalah haram dan bagi orang yang 

mengkonsumsinya dikenakan hukuman had. Sedangkan fuqaha sepakat bahwa 

orang yang mengkonsumsi narkoba tanpa ada alasan uzur atau digunakan 

untuk kepentingan medis  maka dikenakan sanksi hukuman takzir.12 Terkait 

                                                 

11 “Rasulullah melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan melemahkan” Wahbah 
Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 7, penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk cet 1, (Jakarta: 
Gema Insani, 2011). hlm. 454 hadis dari riwayat Ahmad dalam Musnadnya dan Abi Dawud dalam 
Sunannya. 

12Wahbah Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu,  jilid 7…….., hlm.  454-460 
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dengan hukum rehabilitasi bagi penyalahguna nakoba, hukum Islam belum 

mempunyai dasar hukum yang komprehensif baik menurut ulama-ulama 

klasik maupun ulama-ulama kontemporer. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

tema tersebut sebagai skripsi dengan judul: (Rehabilitasi Penyalahguna 

Narkoba Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam).Penelitian 

ini melihat tinjauan Undang-undang terhadap landasan hukum penerapan 

hukuman pidana rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dalam hukum 

positif dan hukum Islam. 

B. Pokok Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut: 

1. Bagaimana regulasi hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba menurut 

hukum positif? 

2. Bagaimana dasar hukum rehabilitasi penyalahguna narkoba menurut 

hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa 

tujuan antara lain: 

1. Mendiskripsikan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi 

penyalahguna narkotika yang ada dalam hukum positif. 

2. Mendiskripsikan pandangan hukum Islam mengenai dasar hukum 

rehabilitasi penyalahguna narkoba. 
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D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis dan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dianataranya : 

1. Menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dunia dalam bidang 

hukum Islam dan perbandingannya dengan hukum positif mengenai 

pidana dengan rehabilitasi penyalahguna narkotika. 

2. Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai pemidanaan dengan 

rehabilitasi khususnya rehabilitasi penyalahguna narkotika. 

3. Memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat 

mengenai regulasi aturan rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam 

hukum positif 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang hukum penyalahguna narkoba sudah banyak, tetapi 

dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada sanksi pemidanaan bentuk 

rehabilitasi. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang hukum narkoba, 

seperti apa hukuman bagi pengguna narkoba dalam pandangan hukum Islam, 

dan perawatan pecandu narkoba melalui rehabilitasi dalam pandangan hukum 

Islam. Meskipun ada penelitian yang membahas tentang rehabilitasi korban 

penyalahgunaan narkotika belum secara spesifik membahas apakah 

rehabilitasi dikenal dalam hukum pidana Islam. 
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Diantara penelitian yang sudah ada, adalah skripsi Siti 

Rahmawati.13Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika pada anak oleh 

panti social pamardi putra dalam perspektif tujuan pemidanaan Islam. 

Penelitian ini membahas tentang bentuk kebijakan pemerintah dalam 

menangani anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dengan 

merehabilitasi terhadap korban dibawah umur. Dalam penelitian ini juga 

dibahas kebijakan panti sosial dan perawatan yang dilakukan panti terhadap 

anak yang menyalahgunakan narkoba.  

Skripsi Dola Yesriponnanti,14 yang berjudulRehabilitasi Bagi 

Penyalahguna Narkoba Studi Kasus EmpirisDirumah Sakit Jiwa Grhasia 

Yogyakarta. Skripsi ini membahas kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh 

rumah sakit dalam menangani korban penyalahguna narkoba, serta bagaimana 

standar penanganan yang dilakukan dalam merehabilitasi 

penyalahguna.Sedangkan penelitian skripsi ini merupakan studi komparatif yang 

membahas regulasi tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam peraturan 

perundang-undangan dan bagaimana aturan hukum pidana Islam terhadap 

pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Penelitian ini adalah penelitian 

pustaka dengan dengan menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau 

                                                 

13Siti Rahmawati, “Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika pada anak oleh panti 
social pamardi putra dalam perspektif tujuan pemidanaan Islam”. Skripsi,  Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 

14Dola Yesriponnanti, “Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Studi Kasus Empiris 
Dirumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2013. 
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sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang 

aturan dari hukum positif dan hukum Islam. 

Skripsi Nunu Husnul Hitam,15 yang berjudulSanksi Terhadap 

Penyalahguna Narkotika Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan UU No. 

22 Tahun 1997. Penelitian ini membahas tentang hukuman bagi penyalahguna 

narkotika menurut hukum Islam dan hukum positif. Menjelaskan perbedaan 

dan persamaan hukuman dari dua sistem hukum yang berbeda dan propeknya. 

Pembahasan dalam penelitian ini lebih kearah apa yang membedakan antara 

hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan hukuman bagi 

penyalahguna narkotika, jenis hukumannya dan pelaksanaannya yang 

dilandaskan pada peraturan berlaku dimana hukum tersebut ditetapkan. 

Skripsi Muhammad Masrur Fuadi,16 yang berjudulKonsep 

Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan 

Hukum Islam. Penelitian dalam skripsi ini membahas atau menggali bentuk 

suatu konsep rehabiltasi terhadap pecandu narkoba yang ada dalam hukum 

positifdan hukum Islam. Dari bentuk rehabilitasi dari dua segi hukum tersebut 

dibuatperbandingan untuk memberikan suatu tawaran terhadap pengaplikasian 

dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang 

bersifat kajian pustaka dengan mengkaji hukum-hukum tertulis. Fokus pada 

                                                 

15Nunu Husnul Hitam.15“Sanksi Terhadap Penyalahguna Narkotika Studi Komparasi 
Hukum Pidana Islam Dan UU No. 22 Tahun 1997”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga, Yogyakarta,  2008 

16 Muhammad Masrur Fuadi, “Konsep Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam 
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi,Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 
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penelitian ini yakni menggambarkan suatu bentuk rehabilitasi yang pantas 

untuk diaplikasikan terhadap pecandu narkoba yang dilihat dari dua segi 

hukum.  

Buku AR. Sujono dan Bony Daniel, yang berjudul Komentar dan 

Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Pembahasan buku ini belum secara eksplisit menyentuh landasan rehabilitasi 

meskipun ada pemaparan tentang rehabilitasi yang terdapat di dalam pasal-

pasal. Pembahasan masih lebih dominan komentar tentang isi-isi dari pasal 

tidak terkhusus mencari dasar hukumnya rehabilitasi. Pengarang hanya 

membahas isi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

meliputi: ketentuan mengenai rehabilitasi pecandu atau penyalaguna narkoba, 

yang diatur pada pasal 54 sampai pasal 59, pasal 103 dan pasal 127. Isi dalam 

buku ini lebih terfokus kepada komentar-komentar pasal per pasal. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas,penelitian ini 

merupakan studi komparatif yang membahas regulasi tentang rehabilitasi 

penyalahguna narkoba dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana 

aturan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna 

narkoba. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan dengan menelusuri, 

menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang berkaitan 

dengan pokok bahasan yang menjelaskan tentang aturan dari hukum positif 

dan hukum Islam. 
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F. Kerangka Teori 

Penyalahguna narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam 

ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika 

adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara 

terus menerus dengankecenderungan penggunaan takaran yang terus 

meningkat. Apabila takaran penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara 

tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas bagi pecandu. 

Istilah penyalahguna narkoba dalam penelitian ini adalah orang yang 

menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain penanam, 

perodusen, pengedar dan prekusor. 

1. Teori Pemidanaan 

Penjatuhan hukuman pemidanaan dilandaskan pada beberapa prinsip 

dasar. Sedikitnya ada 3 (tiga) teori tentang tujuan pemidanaan :  

a. Teori Retributif 

Teori retributif merupakan salah satu tujuan yang dipakai sebagai 

dasar legitimasi pemidanaan sebagai upaya pembalasan atau kejahatan 

yang dilakukan seseorang. Kejahatan yang diperbuat dipandang sebagai 

perbuatan yang immoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena 

itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman, 

sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu 
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pembalasan.17 Pemberlakuan teori ini pada dasarnya untuk mencapai 

ketentraman umum dan sudah diterapkan sejak dikenalnya hukum 

pidana.  

Hukuman yang diberikan kepada si pelaku adalah konsekuensi dari 

kesalahannya. Pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian 

yang sudah diakibatkan demi alasan itu, pemidanaan dibenarkan secara 

moral. Karl O.Christansen mengindentifikasi lima ciri teori retributif, 

yakni:  

1) The purpose of punisment is just retribution  

2) Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to 

any other aim, as for instance social welfare which from this 

point of view is without any significance whatsoever  

3) Moral guilt is the only qualification for punisment  

4) The penalty shall be proportional to the moral guilt of the 

offender  

5) Punisment point into the past, it is pure reproch, and it 

purpose is not improve, correct, educate or resocialize the 

offender18 

 

                                                 

17 Masrudi Muchtar, Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, Cet. ke-I 
(Yogyakarta: PT Aswaja Presindo, 2013), hlm.56-57. 

18 M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan 
Implementasinya, Cet. ke-II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.34-35 
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b. Teori Relatif  

Teori ini memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan lain 

yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan 

masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun 

prevensi khusus. Prevensi umum diharapkan memberikan peringatan 

kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan sedangkan 

prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, 

memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak 

mengulang perbuatannya kembali.19 

Pemidanaan sendiri dapat menghasilkan konsekuensi-konsukensi 

yang bermanfaat secara preventif, antara lain:  

1) Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan deterrence 

(penangkalan). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, 

menjauhkan si terpidana, agar tidak mengulangi perbuatan 

yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan 

berfungsi sebagai contoh untuk masyarakat supaya tidak 

melakukan perbuatan yang dapat dipidanakan seperti 

kelakukan si pidana yang merugikan orang lain akan 

kejahatannya. 

2) Pemidanaan sebagai rehabilitasi, yakni tujuan pemidanaan 

sebagai jalan mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si 

                                                 

19 Masrudi Muchtar,  Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana,....hlm.59. 
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terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap suatu 

penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. 

3) Pemidanaan sebagai wahana pendidika moral.Tujuan ini 

merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan 

proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya 

menyatakan perbuatan yang salah, tak dapat diterima oleh 

masyarakat. Dalam proses pemidanaan, si pidana dibantu untuk 

menyadari dan mengakui kesalahan yang telah ia perbuat.20 

c. Teori Gabungan  

Teori ini berusaha mencari jalan dan menemukan benang merah 

antara teori retributif dengan relatif. Teori ini mencoba menyatukan 

tujuan pemidanaan sebagai pembalasan dan juga untuk pencegahan. 

Teori ini masih mengakui peranan menempatkan tujuan pidana secara 

proporsional.21 

Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan 

tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. 

Dengan menelaah teori retributife, relatif dan gabungan, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:  

1) Menjerakan si pelaku. 

2) Membuat si pelaku tidak lagi berdaya. 

                                                 

20 M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Double Track System dan 
Implementasinya, ......... hlm.44-45 

21 Masrudi Muchtar,  Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana,.. hlm.60. 
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3) Memperbaiki si pelaku22.   

Hukum pidana Islam atau jinayah merupakan suatu tindakan yang 

dilarang olehsyara’ dilakukan karena dapat menimbulkan bahaya kerugian 

terhadap jiwa, harta, keturunan dan akal23 bagi diri sendiri dan orang lain. 

Sehingga larangan untuk melakukan perbuatan diancam oleh allah dengan 

hukum had dan takzir. 

Hukuman had adalah hukuman yang sanksi dan ketentuannya sudah 

diatur dengan jelas oleh nash dan adapun hukuman takzir adalah hukuman 

yang sanksi dan ketentuannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau 

hakim24. Pemberian hukuman takzir dilihat dari perbiatannya yakni adanya 

pertimbangan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan pelakunya. 

2. Teori Hukum Pidana Islam Tujuan Pemidanaan 

Teori pemidanaaan dalam Islam berasal dari petunjuk dalam al Qur’an. 

Menurut teori pemidanaan kejahatan berasal dari hasutan setan kepada 

manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan yang di syariatkan. Para ahli 

hukum pidana Islam merumuskan tujuan pemidanaan sebagai berikut:25 

a. Pembalasan (al-Jaza’) 

                                                 

22 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cet. ke-I (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2011), hlm.193 

23 Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bidang Akademik 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 2 

24Ibid., hlm. 4-7 

25Ocktoberriansyah, “Pemidanaan Dalam Islam” In Right no.1 vol.1 november 2013 hlm. 
23 
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Tujuan pemidanaan ini memberikan balasan yang setimpal sebagai 

konsekuensi hukum atas apa yang sudah pelaku perbuat. Dengan 

maksud terciptanya sebuah keadilan. 

b. Pencegahan (az-Zajr) 

Hukuman diberikan agar tidak terjadi lagi tindak pidana karena 

adanya perasaan balas dendam dari korban atau keluarga korban. 

c. Pemulihan atau perbaikan (al-Islah) 

Bentuk hukuman ini diberikan agar menjadi sebuah pelajaran bagi 

pelaku sehingga pelaku sadar apa yang sudah diperbuat adalah salah 

agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

d. Restorasi (al-Isti’adah) 

Mempertemukan atau menhadirkan kembali pelaku tindak pidana 

yang bersangkutan unruk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan 

akibat tindak pidana yang diperbuatnya. 

e. Penebusan dosa (at-Takfir) 

Ajaran Islam mengajarkan tentang kehidupan ukhrowi (akhirat) 

sehingga apa-apa yang menimbulkan dosa harus diiringi dengan 

penebusan atau permohonan ampun dengan taubatan nasuhat. 

Hukuman dalam syaraiat yang ditegakan mempunyai dua aspek, 

preventif (pencegahan) dan represif  (pendidikan). Kedua aspek tersebut akan 

menghasilkan satu aspek kemashlatan, yaitu terbentuknya moral yang baik, 

maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai dan penuh 
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dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku 

sesuai dengan tuntutan agama.26 

3. Pidana Takzir 

a. Pengertian Pinana Takzir 

Secara bahasa Takzir adalah al man’u (pencegahan). 

Sedangkan menurut istilah adalah bermakna al-Ta’dib (pendidikan), 

al-Tankil (pencegahan).27 Al Mawardi, takzir adalah hukuman yang 

bersifat pendidikan atas perbuatan maksiat yang hukumannya belum 

ditetapkan oleh syara’28 sedangkan Wahbah Zuhaili, mendefinisikan 

takzir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan 

maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak 

pula kifarat.29 Menurut Ibrahim Unais dkk, takzir menurut syara’ 

adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had 

syar’i.30 

Hukum takzir adalah hukuman yang diberikan sebagai 

pendidikan atas perbuatandosa atau atas tindak pidana yang belum 

                                                 

26 Ali Sodiqin, Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam, cet. ke-I 
(Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2010), hlm.155 

27 Abdurrahman al Maliki dan Ahmad ad Da’ur; penerjemah Syamsuddin Ramadlan, 
Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Islam, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 
2011). hlm. 219 

28M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 137 

29 Wahbah Zuhaili, Fikih Islam 7, penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk cet. ke-I, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 

30M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah….., hlm. 138 
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ditentukan oleh syara’. Hukaman takzir pada hakikatnya tindakan 

pidana yang belum ditentukan jumlah hukumannya, mulai dari 

batasan paling ringan dari hukuman sampai batasan paling atas.31 

b. Pidana takzir dilihat dari sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yaitu: 

1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat; 

2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan 

kepentingan umum; 

3) Takzir karena melakukan pelanggaran. 

c. Pidana takzir dilihat dari hak yang melanggar terbagi dua bagian, 

yaitu: 

1) Takzir karena melanggar hak Allah 

2) Takzir karena melanggar hak individu 

Sedangkan abdul aziz membagi pidana takzir secara rinci kepada 

beberapa bagian yaitu; 

1) Takzir yang berkaitan dengan pembunuhan 

2) Takzir yang berkaitan dengan pelukaan; 

3) Takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 

kerusakan akhlak; 

4) Takzir yang berkaitan dengan harta; 

5) Takzir yang berkaitan dengan individu 

                                                 

31  Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ al Jina’I al Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad’iy, 
Muassasah ar Risalah, yang diterjemahkan oleh Tim Tsalisah Bogor, Ensklopedi Hukum Pidana 
Islam III, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 2008, hlm. 84 
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6) Takzir yang berkaitan dengan keamanan umum. 

d. Macam-macam hukuman tazir 

1) Hukuman takzir yang mengenai badan, hukuman mati, dan jera; 

2) Hukuman takzir yang mengenai kemerdekaan, hukuman penjara 

dan hukuman pengasingan; 

3) Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, hukuman denda, 

hukuman penyitaan atau perampasan harta dan hukuman 

penghancuran; 

4) Hukuman takzir yang berkaitan dengan hukuman-hukuman lainnya 

yang ditentukan oleh hakim atau ulil amri demi kemaslahatan 

umum.32 

4. Teori Maqashid as-Asyari’ah 

Secara lughawi (bahasa), maqashid as-asyari’ah terdiri dari dua kata, 

yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jamak secara bahasa 

berarti   المواضع تحدر الى الماء artinya jalan menuju sumber air. Jalan sumber 

menuju sumber air ini dapat pula dikatakan jalan ke arah sumber pokok 

kehidupan.  Sedangkan syari’ah adalah bentuk masdar dari kata syar’un شرع  

yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, 

atau sesuatu yang harus diikuti.33 

                                                 

32 Ahmad Wardi Muslich,Hukum Pidana Islam,( Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 258 

33 Ali Sodqin, Fiqih Ushul Fiqih :Sejarah, Metodelogi dan Implementasi di Indonesia, 
Cet. ke-I (Yogyakarta : PT Beranda Publishing, 2012), hlm.3 
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Maqasid jika dilihat hakikatnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan 

dalam taklif dapat berupa dua bentuk, yaitu kemaslahatan hakiki dan 

kemaslahatan majazi. Kemaslahatan hakiki yaitu kemaslahatan langsung 

dalam arti kausalitas, sedangkan majazi adalah bentuk kemaslahatan yang 

merupakan sebab membawa kepada kemaslahatan.34 

Aspek kegunaan maqasid syari’ah pada dasarnya adalah untuk 

menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan manusia 

secara umum aspek yang dilindungi terbagi menjadi tiga tingkatan: pertama, 

daruriat (keniscayaan), kedua, hajiat (kebutuhan), dan ketiga,  tahsiniat 

(pelengkap). Daruriat terbagi  lima yaitu: hifz al-din (perlindungan agama), 

hifz an-nafsi (perlindungan jiwa-raga), hifz al-aql (perlindungan akal) dan hifz 

al mali (perlindungan harta), hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Daruriat 

dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena 

daruriat adalah sasaran dibalik hukum Ilahi.35Hajiat (kebutuhan) yakni aspek-

aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang amat berat 

sehingga hukum dapat diringankan dengan baik, dan selanjutnya, tahsiniat 

(pelengkap) yang secara bahasa adalah penyempurna.36 

 

 

                                                 

34Ibid., 167 

35 Jasser Audah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid  Syari’ah, alih bahasa 
Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Cet. ke-I ( Bandung : PT Mizan Pustaka), hlm.34 

36 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-I (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), hlm.106 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang 

digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Semua itu dimaksud agar data dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan; 

buku, jurnal, pendapat ahli, serta orang-orang yang bidang hukum dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

1. Jenis Penelitian. 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif,37 yaitu penelitian yang memaparkan diskripsi tentang masalah 

yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian ini  

merupakan penelitian kepustakaan (Library research), yakni penelitian 

yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang 

berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya berkaitan 

dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.38 Metodologi kualitatif 

merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati39 

yang kemudian dapat disimpulkan menjadi hasil penelitian ilmiah. 

 

 
                                                 

37 Fahmi Muhammad Ahmadi, Zaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-1 
(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm 10 

38 P. Joko Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), hlm 109 

39 Lexy j. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 1990), hlm.3. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan filosofis-yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan 

filsafat hukum itu diturunkan dan sanksi tersebut diberlakukan dengan 

melihat subtansi hukum atau legalitas hukum tersebut. 

3. Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan agar dapat 

memperoleh penjelasan-penjelasan yang lebih objektif, komprehensif, 

dan konkrit serta menunjang penelitian ini,40 maka peneliti membagi 

teknik pengumpulan data tersebut dalam lima komponen besar 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 

Merupakan literatur-literatur pokok yang berkaitan 

langsung dengan pembahasan dalam penelitian ini. Diantaranya, 

Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor  39 Tahun 

2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor  39 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Hukum Pidana Islam dan at Tasyri’ al Jina’I 

al Islamiy Muqaranah bil Qanunil Wad’iy/Ensklopodi Hukum 

Pidana Islam, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, juz IV (Fikih Islam 

wa Adillatuhu Jilid 7). 

 

 
                                                 

40 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 
Rineka Cipta, 2002), hlm. 206 
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b. Sumber Sekunder 

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku atau 

karya ilmiah, artikel, majalah, dan peraturan-peraturan berkaitan 

dengan pembahasan penelitian ini, seperti kitab-kitab tentang 

fiqh, ushul fiqh dan hukum pidana. 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping 

kegiatan-kegiatan lain dalam proses penelitian. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif adalah proses 

pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu 

fenomenena yang mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu 

peristiwa.41 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka diperlukan 

sistematikan pembahasan untuk menggambarkan susunan penelitian yang 

akan penyusun lakukan. Adapun sistematika pembahasan ini meliputi: 

Bab I, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan 

dan manfaat penelitian, tinjauanpustaka, kerangka teori, metodologi dan 

sistematika pembahasan. Semua ini dilakukan untuk menggambarkan pijakan 

awal dari penelitian ini sehingga tersusun menjadi sebuah skripsi. 

                                                 

41 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.40.  
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Bab II, mengenai tinjauan umum narkoba dalam pembahasan menurut 

hukum positif dan menurut hukum Islam, tindak pidana narkoba dalam hukum 

Islam dan sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba menurut hukum positif 

dan hukum Islam. Selanjutnya di bab ketiga akan membahas tentang 

rehabilitasi penyalahguna narkoba yang meliputi pengertian, macam-macam 

rehabilitasi, dasar hukum rehabilitasi dan tujuan pemidanaan rehabilitasi.  

Bab IV, membahas tentang regulasihukum rehabilitasi penyalahguna 

narkoba persepektifhukum positif, dan landasan hukum rehabilitasi 

penyalahguna narkoba persepektif hukum Islam, dan urgensi pemidanaan 

rehabilitasi penyalahguna narkoba. Pada bab ke lima, memaparkan 

kesimpulan dari penelitian skripsi, saran-saran dan permaslahan-permasalahan 

dari penelitian ini sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Peraturan tentang rehabilitasi telah diatur dalam beberapa peraturan 

sebagai berikut: 

1. Pasal 37sampaiPasal 39Undang-undangnomor 5 tahun 1997 

tentangPsikotropika, 

2. Pasal 54 sampaiPasal 59 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika, 

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 

Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna. 

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 

Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi 

Sosial. 

5. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 

15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan 

Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis 

Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga 

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. 
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8. Peraturan Bersama ketua Mahkamah Agung, KEMENKUMHAM, 

KEMENKES, KEMENSOS, Jaksa Agung, KAPOLRI, dan BNN 

Rehabilitasi menurut hukum pidana Islam merupakan suatu hak bagi 

penyalahguna narkoba. Hal ini dikarenakan orang Islam wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatan dirinya sendiri, sebab dalam Islam 

menjadi diri yang baik merupakan suatu kewajiban.Islam mengajarkan 

manusia untuk saling menghargai, menghormati dan selalu berbuat baik 

terhadap sesama, hukuman pidana kurungan tanpa proses rehabilitasi melalui 

pendekatan secara intensif terbukti kurang berguna untuk di realisasikan 

kepada para penyalahguna narkoba.  

Pemidanaan rehabilitasi dalam hukum pidana Islam merupakan 

bentuk pemulihan dan restorasi pelaku tindak pidana kejahatan, sebagai 

upaya untuk menjadi peribadi yang lebih baik, bisa menjalankan fungsi 

tanggungjawabnya sebagai hamba Allah dan tanggungjawab kepada sesama 

manusia.Tujuan rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna narkoba dapat 

pulih kembali, sehingga peran dan fungsinya kembali norma seperti sedia 

kala. Dalam hukum pidana Islam rehabilitasi terdapat pada  pidana takzir, 

yakni bentuk ta’dib yang didasarkan kepada upaya pendidikan pelaku 

penyalahguna narkoba agar menjadi lebih baik. Bentuk ta’dib dalam hukum 

Islam dijelasakan untuk membina pelaku tindak kejahatan agar tidak kembali 

melakukan perbuatan maksiat. Upaya pencegahan yang terdapat dalam 

rehabilitasi sesuai dengan tujuan maqosid syariah daruriat (keniscayaan) 

memiliki 5 (lima) point utama: hifz al-din (perlindungan agama), hifz an-
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nafsi(perlindungan jiwa-raga), hifz al-akl (perlindungan akal) dan hifz al mali 

(perlindungan harta), hifz al-nasl (perlindungan keturunan). 

B. Kritik dan Saran 

1. Regulasi yang terdapat pada peraturan perundang-undang sekarang sudah 

melindungi korban penyalahguna narkoba, tetapi melihat aturan yang ada 

masih terbuka kemungkian untuk disalahgunakan oleh bandar dan 

pengedar.Dalam hal ini, perlu adanya tambahan aturan yang mengatur 

bahwa rehabilitasi itu didapatkan harus lewat putusan pengadilan, tidak 

serta merta para penyalahguna langsung direhabilitasi. 

2. Proses peradilan penyalahguna narkoba seyogyanya lebih dipercepat 

untuk menghindari penyalahgunaan peraturan. Aturan-aturan yang sudah 

ada agar lebih ditegakkan demi tercapainya generasi sehat dan Indonesia 

bebas narkoba. 

3. Aturan rehabilitasi perlu menjadi perhatian serius agar aturan ini tidak 

menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pelaku 

tindak pidana narkoba ataupun penyalahguna narkoba secara hukum 

merupakan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan 

pengadilan. 

4. Akademisi muslim lebih memperhatikan kasus narkoba, karena bahaya 

yang ditimbulkan narkoba sangat membahayakan agama dan bangsa. 

Kecenderungan hukum yang sudah ada baru membicarakan haram dan 

halal narkoba, sedangkan kajian tentang gagasan hukuman dan 

perlindungan penyalahguna masih kurang ada kajian. 
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A. Lampiran 

DAFTAR TERJEMAHAN 

NO BAB HLM FOOT NOTE TERJEMAHAN 

1 I 1 3 Tidak mumadharatkan dan tidak 

dimudharatkan 

2 I 7 11 Rasulullah meralang meminum 

yang memabukkan dan 

melemahkan. (HR. Abu Dawud) 

3 I 14 18 a. Tujuan pidana hanyalah sebagai 

pembalasan 

b. Pembalasan adalah tujuan utama 

dan didalamnya tidak 

mengandung sarana-sarana 

untuk tujuan lain seperti 

kesejahteraan masyarakat 

c. Kesalahan moral sebagai satu-

satunya syarat untuk 

pemidanaan 

d. Pidana harus disesuaikan 

dengan kesalahan si pelaku 

e. Pidana melihat ke belakang, ia 

sebagai pencelaan yang murni 

dan bertujuan tidak untuk 

memperbaiki, mendidik, 

mendidik, meresosialisasi 

pelaku 

4 II 30 9 Rasulullah meralang meminum 

yang memabukkan dan 

melemahkan. (HR. Abu Dawud) 

5 II 31 11 Setiap sesuatu yang bisa 

menghilangkan kesadaran akal dan 

setiap sesuatu yang memabukkan 

adalah haram (HR. Abu Dawud) 

6 II 43 29 Rasulullah meralang meminum 

yang memabukkan dan 

melemahkan 

7 II 43 30 Allah melaknat khamar itu sendiri, 

peminumnya, penuangnya, 

penjualnya, pembelinya, orang 

yang membuat perasannya, orang 

yang meminta dibuat perasannya, 

orang yang membawa, orang yang 

dibawakan, dan orang yang 

memakan dari hasil bisnisnya. (HR 

Abu Dawud) 



 

 

II 

 

8 II 44 31 Hai orang-orang yang beriman, 

sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan syaitan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat 

keberuntungan 

9 II 44 32 Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu 

10 II 44 33 Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan 

bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai 

Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan 

11 II 45 36 Sesungguhnya yang diharamkan 

meminumnya diharamkan juga 

menjualnya 

12 III 57 12 Dan carilah pada apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan 

13 III 57 13 Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku 



 

 

III 

 

14 IV 67 10 Dan apabila hamba-hamba-Ku 

bertanya kepadamu tentang Aku, 

maka (jawablah), bahwasanya Aku 

adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, 

maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan 

hendaklah mereka beriman kepada-

Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran 

15 IV 68 13 Rasulullah meralang meminum 

yang memabukkan dan 

melemahkan. (HR. Abu Dawud) 

16 IV 72 20 Putusan hakim itu menyelesaikan 

perbedaan. 
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